
WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : 'a. bahwa sehubungan dengan dinamika perubahan standar
harga perumahan dan standar harga kendaraan dengan
mempertimbangkan sewa kendaraan di Kota Padang
Panjang, maka ketentuan yang mengatur tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang Panjang perlu dilakukan perubahan,

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan dan

tunjangan transportasi harus memperhatikan asas

kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat
yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang
Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

962):

2. Undang...t-
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396),

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197):

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2017 Nomor 1):

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Berita
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 32),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020
Nomor 2),
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9. Peraturan DPRD Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2020 Nomor 1),

1. Persetujuan Ketua DPRD Kota Padang Panjang terhadap
Telaahan Staf Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang
perihal Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang Panjang,

2. Laporan Pekerjaan Kajian Tunjangan Perumahan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2021 oleh PT. SAVERO ARTISTICA UTAMA Nomor
SC.03.10/Adv.SAU/XII/21,

3. Laporan Pekerjaan Kajian Tunjangan Transportasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2021 oleh PT. SAVERO ARTISTICA UTAMA Nomor
SC.03.09 /Adv.SAU/XI11/21,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1

TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2017 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehinga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat

menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap
bulan sebesar :

a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 11.480.000,-
b. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.598.000,-
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Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi kelayakan,
kepatutan dan kepantasan serta harga sewa rumah
yang berlaku berdasarkan hasil appraisal.

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan
rumah negara untuk pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diberikan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehinga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 4
Dalam rangka menunjang pelaksanaan sehari-hari
Pimpinan DPRD, disediakan kendaraan dinas jabatan.

Kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
sesuai standar peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan/
minibus dengan kapasitas mesin sebesar 2.500
Cc,

b. Wakil Ketua DPRD dengan jenis kendaraan
sedan/ minibus dengan kapasitas mesin sebesar
2.200 cc, dan

Cc. Anggota DPRD Kabupaten/ Kota setara dengan
Pejabat Eselon II dengan jenis kendaraan minibus
dan kapasitas mesin sebesar 2.000 cc.

3. Ketentuan pasal 5 ayat (3) diubah, sehinga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-
hari anggota DPRD, dapat disediakan tunjangan
transportasi.

Standarisasi kendaraan yang dijadikan pedoman
untuk menentukan besaran tunjangan trasportasi
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu kendaraan sedan/ minibus dengan kapasitas
mesin sebesar 2.000 cc.

Besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada
Anggota DPRD setiap bulan sebesar Rp. 12.600.000,-

Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat dari
pemberian tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggota
DPRD.

Pasalll...
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Moret 2022

funtawora
ADANG PANJANG

DLY AMRAN

Diundangkan di Padang P
pada tanggal 1 Maret , 2022

OTA PADANG PANJANG,)
Pa

PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 8


